
KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA

DEWAN PENGURUS PROVINSIJAWA TENGAH
Sekretariat Jalan Veteran No.lA Telp/Fax. {024)8316833 Website ; ww.korpri.jawatengah.go.id

Nomor ; ^5/DPK-PROV/IX/2020
Sifat : Segera.

Lampiran : 1 (Satu) berkas.

Perihal ; Netralitas ASN dalam Penye-
lenggaraan Pilkada Serentak
Tahun 2020.

Semarang, .2/ September 2020

Kepada Yth.

1. Para Pimpinan SKPD Selaku Penasehat
DP KORPRI Unit SKPD Provinsi

Jawa Tengah.

2. Para Pimpinan Instansi Vertikal selaku
Penasehat DP KORPRI Unit Instansi
Vertikal Provinsi Jawa Tengah.

3. Para Ketua DP KORPRI Kabupaten/Kota
se Jawa Tengah.

Sehubungan dengan akan diselenggarakan Pemilihan Kepala
Daerah Serentak Tahun 2020, Pemerintah telah menerbitkan Surat
Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawalan
Negara, Ketua Komisi Aparatur Negara dan Ketua Badan Pengawas
Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2020; Nomor 800-2836 Tahun 2020;
Nomor 167/KEP/2020; Nomor 6/SKB/KASN/9/2020; Nomor 0314 tentang
Pedoman Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam
penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020
(terlampir).

Berkenaan dengan terbitnya regulasi di atas, dimohon bantuannya
untuk disosialisasikan kepada semua anggota KORPRI yang berada dl
bawah pembinaan Saudara, guna mendukung netralitas ASN dalam
penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020.

Demikian untuk menjadlkan maklum dan atas perhatiannya kami
sampaikan terima kasih.

DEWAN/PmSJJRUS KORPRI

Dr. Ir.

Tembusan :

1. Gubernur Jawa Tengah selaku Penasehat DP KORPRI
Provinsi Jawa Tengah (sebagai laporan);

2. Ketua Umum DP KORPRI Nasional;
3. Para Wakil Ketua DP KORPRI Provinsi Jawa Tengah;
4. Sekretaris DP KORPRI Provinsi Jawa Tengah;
5. Pertinggal.

lATMOKO, M.Si



LAMPIRAN

Surat Ketua DP KORPRI Provinsi Jateng
Tanggal : 2.1 September 2020.
Nomor : /DPK-PROV/IX/2020.

Kepada Yth. :

NO.
PIMPINAN INSTANSIVERTIKAL SELAKU PENASEHAT DP

KORPRI UNIT INSTANSI VERTIKAL PROVINSI JAWA TENGAH

1 KANWIL BPN JAWA TENGAH

2 KANWIL HUKUM & HAM JAWA TENGAH

3 KANWIL DITJEN PAJAK JAWA TENGAH

4 KANWIL DJKN JAWA TENGAH

5 KANWIL BKKBN JAWA TENGAH

6 POLDA JAWA TENGAH

7 KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN JAWA TENGAH

8 KANWIL KEMENAG PROVINSI JAWA TENGAH

9 PTUN JAWA TENGAH

10 BALAI POM JAWA TENGAH

11 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TENGAH

12
BALAI BESAR TEHNOLOGI PENCEGAHAN PENCEMARAN INDUSTRI
PROVINSI JAWA TENGAH

13 LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TVRI STASIUN SEMARANG

14 LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RRI SEMARANG

15 KEJAKSAAN TINGGI JAWA TENGAH

16 BADAN PEMERIKSA KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN JAWA TENGAH

17 PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH

18 BADAN METEOROLOGI DAN GEOFISIKA JAWA TENGAH

19 UNIVERSITAS DIPONEGORO

20 UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

21 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WAQSONGO
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KEPUTUSANRERSAMA

MENTERIPENDAYAGUNAANAl'AI^TURNEGAI^

DANREFORMASIBIROKRASI,

MENTER!DALAMNEGERl,

KEPALABADANKEPEGAWAIANNEGARA,

KICTUAEOMISlAPARATURSIPILNI'.GAiM,DAN

KETUABADANPENGAWASPEMILIHANUMUM

NOMOR05TAHUN2020

NOMOR800-28s80TAHUN2020

NOMOR167/KEP/2n2D

NOMOR6/SKB/KASN/9/2020

NOMOR0314

Ti'.NTANG

PEDUMANPENGAWASANNETRALITASPEGAWAlAPAi^TURSIPIL

NI-:GAi-:/\DA!.AMPENYELENGGARAANPEMILIHAN

KEPAIJ\DAERAliSERENTAKTAHUN2020

DENGANR/\HMAT'I'UHANYANGMAIIAESA

MENTERIPENDAYAGUNAANAPAIMTURNEGARA

DANREFORMASIUIROKRASLMENTERIDALAMNEGEKI,

KEPALABADANKEPEGAWAIANNEGARA,

KETUAKOMISIAPAl^TURSIPILNEGARA,DAN

KETUABADANPENGAWASPEMILIHANUMUM,

mg;n.hahwndalnmrangkamewujudkanpenyolcnggaraan

PemilihanKepalaDaerahSerentakyangnetral,

obyektifdanakuntabelsertauntukmembangun

sinergitas,meningkatkanefektivitasdancllsiensi



inslansi pemerintah pusal dan daerah daiam
mclakukan pcngawasan, pcnanganan pcngaduan
clan mcwujudkankcpastian hukum tcrhadap
ncaianganan pcianggaran asas nciralitas I'cgawai
Aparatur Sioii Nt?gara dipcrlukan suatu pcdoman:

b. ibahwa berdasarkan periirnbangan scbagaimana

dimaksud daiam huruf a pcrlu monciapkan

Kc^putusan lirrsama iMcnlari Pcndavagunaan

Aparaiur N'ogara dan Kclbrmasi Hirokrasi. Mcmnri
Daiam Nt-gcri, Kc^pala Dadan Kepogawaian Xcgar:!.

Kt'lua Komisi Aparatur Sipil Ncgara. dan

Dadan i'r-ngawas Fcanilihan Umum -rniang

I'cMioman ]A?nga\vasan Nciralit.afj I'ogawai Aparatur

vSipii Ncgara Daiam Pcnycdcnggaraan Pcrnilihan

Kcpatn Dacrah Screniak 'I'ahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Unciung Nomor 5 Tahun 2014 tcntang

Aparatur Sipil Ncgara (Lembaran Ncgara Ucpublik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan

f-cmbaran Ncgara Republik Indonesia Nomor

5494):

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20 L4 tcntang

Fcmcrintahan Daerah (Lembaran Ncgara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Tambahan

Lcmbartin Ncgara Rcpiiblik Indonesia Nomor

3587}, sebagaimana lelah bebcrapa kali diubah

icrakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun

2013 tcntang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tcntang

Pcmerintahan Daerah (Lembaran Negara Rctpublik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan

Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 5679);

M



3. Unf!ani; Unclang Nomor 30 Tahun '.^OM irnlany

Administrasi I'rmerintahan (1-embcH-an Nrgara

Kcpublik Indonesia Tahun 2014 Nomor '292,

Tam[)ahan l>fmbaran Ncgara Rcpublik Indonesia

Nomor 5001);

4. Undang-Lfndang Nomor i Tahun 2015 Tentang

Penctapan Pcraturan Pemerintah Fengganti

Undang-Undjmg Nomor 1 Tahun 2014 Tentang

Pcmiiihan Gubernur, Bupali, clan Walikola

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun '2015

i\omor 23, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik

Indonesia Nomor 5656) Menjadi Undang-Undang

scbagaimana tclah diubah beberapa kali Icrakhir

ciengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020

tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan

Pcraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati, dan Walikota (Lembaran Negara

Rcpublik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6512);

5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang

Perubahan alas Undang-Undang Nomor 11 Tahun

2008 tentang Informasi dan Transaksi lOicktronik

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016

Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik

Indonesia Nomor 5952);



6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang

Femilihan Umum (Ixmbaran Negara Kepublilc

Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6109);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004

tentang Larangan Pegawai Negeri Sipilmenjadi

Anggota Partai Politik (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 128, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4440);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004

tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode I5tik

Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4450);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010

tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5135);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017

tentang Manajcmcn Pegawai Negeri Sipil

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah

dcngan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun

2020 tentang Perubahan atas Peraturan

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68,














